
Sementara pada bidang ek-

sekutif di tingkat pemerintah

pusat, menurutnya, dari 93 pe-

jabat setingkat menteri, wakil

menteri, dan kepala badan

atau lembaga tercatat lima

penyelenggara negara yang

merupakan wajib lapor peri-

odik belum memenuhi kewa-

jiban LHKPN. Sedang di ting-

kat pemerintah daerah, ujar

Ipi,  KPK mencatat dari total

515 kepala daerah meliputi

gubernur, bupati, dan wali kota

terdapat 33 kepala daerah

yang belum menyampaikan

laporan kekayaannya.

Pada kesempatan ini ia juga

menegaskan bahwa KPK se-

cara bertahap melakukan veri-

fikasi atas laporan kekayaan

yang disampaikan tersebut.

"Dan kslau hasil verifikasi di-

nyatakan tidak lengkap, pe-

nyelenggara negara wajib me-

nyampaikan kelengkapannya

maksimal 30 hari sejak diteri-

manya pemberitahuan," tutur

Ipi.

Ia menambahkan, jika hing-

ga batas waktu kelengkapan

tidak dipenuhi, KPK akan me-

ngembalikan laporan tersebut

dan penyelenggara negara di-

anggap tidak menyampaikan

LHKPN. "Sedang laporan

kekayaan yang tidak lengkap

akan memengaruhi tingkat

kepatuhan, baik pada in-

stansinya maupun secara na-

sional," kata Ipi.

Mengenai penyampaian

LHKPN setelah batas waktu,

menurutnya,  KPK tetap me-

nerimanya. Namun, LHKPN

tersebut tercatat dengan sta-

tus pelaporan "Terlambat La-

por". "Karena itu, kami meng-

imbau kepada penyelenggara

negara, baik di bidang ekseku-

tif, yudikatif, legislatif, maupun

BUMN/D, yang belum me-

nyampaikan laporan keka-

yaannya agar tetap meme-

nuhi kewajiban LHKPN,"

ungkap Ipi.

Lebih jauh ia menyebutkan,

sebagai salah satu instrumen

penting dalam pencegahan

korupsi, KPK meminta penye-

lenggara negara untuk

mengisi LHKPN-nya secara

jujur, benar, dan lengkap.

Melaporkan harta kekayaan

merupakan kewajiban bagi

setiap penyelenggara negara

sesuai dengan Pasal 5 ayat

(2) dan (3) Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepo-

tisme.

Undang-undang mewa-

jibkan penyelenggara negara

bersedia untuk diperiksa

kekayaannya sebelum, sela-

ma, dan setelah menjabat.

Penyelenggara negara juga

wajib melaporkan dan mengu-

mumkan kekayaannya se-

belum dan setelah menjabat. 
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menggambarkan rumah tangga optimis

terhadap perbaikan ekonomi ke depan

dan akan meningkatkan pengeluarannya.

Kondisi ini terjadi karena belum adanya

pandemi Covid-19.

Namun triwulan II - IV (April -

Desember) 2020 ketika pandemi telah

terjadi menunjukkan bahwa pertumbuhan

konsumsi rumah tangga mengalami kon-

traksi masing-masing sebesar 5,51% pa-

da triwulan II, 4,04% pada triwulan III dan

3,61% pada triwulan IV. Data pertum-

buhan konsumsi rumah tangga tersebut

selaras dengan turunnya keyakinan

rumah tangga terhadap kondisi ekonomi

ke depan. Hal ini dikonfirmasi indeks

keyakinan konsumen yang mencapai

84,8 pada April 2020. Indeks ini berfluktu-

asi dengan kecenderungan terus menu-

run hingga mencapai 79,0 pada Oktober

2020 dan meningkat kembali menjadi

96,5 pada Desember 2020. 

Angka indeks di bawah 100 tersebut

menjelaskan bahwa rumah tangga

merasa pesimis terhadap perbaikan eko-

nomi di masa depan. Pesimisme rumah

tangga tersebut terjadi karena adanya

berbagai pembatasan yang dialami ma-

syarakat. Akibatnya banyak perusahaan

yang tutup atau karyawan  dirumahkan.

Selain itu banyak juga terjadi pemutusan

hubungan kerja (PHK) yang menurunkan

daya beli rumah tangga. BPS mengkon-

firmasi,  telah terjadi lonjakan penganggu-

ran periode Februari - Agustus 2020  dari

4,94% pada Februari 2020 menjadi

7,07% pada Agustus 2020.

Tingkat keyakinan rumah tangga terha-

dap kondisi ekonomi tahun 2021 diharap-

kan telah membaik. Sehingga konsumsi

rumah tangga sebagai penopang PDB

akan meningkat dan imbasnya melahir-

kan pertumbuhan ekonomi yang positif.

Mengingat vaksinasi telah dijalankan dan

sebagian target vaksinasi telah berhasil

dicapai. Diharapkan pandemi segera ber-

akhir.

Namun dalam rilisnya, BI justru

menyampaikan data sebaliknya. Indeks

keyakinan konsumen makin menurun

mencapai 84,9 pada Januari 2021 dan

85,8 pada Februari 2021. Artinya rumah

tangga masih pesimis dengan kondisi

ekonomi ke depan yang berimbas belum

meningkatnya konsumsi rumah tangga.

Kondisi ini menggambarkan bahwa triwu-

lan I masih akan terjadi kontraksi lagi ter-

hadap pertumbuhan konsumsi rumah

tangga. Jika tidak diantisipasi pertum-

buhan ekonomi triwulan I 2021 kemung-

kinan akan kembali berkontraksi.

Untuk memperbaiki kondisi ekonomi

adalah dengan mengatasi pandemi.

Caranya dengan mempercepat kegiatan

vaksinasi dan tetap melaksanakan pro-

tokol kesehatan 5M : memakai masker,

mencuci tangan,  menjaga jarak,

menghindari kerumunan dan mengurangi

mobilitas. Selain itu bantuan sosial segera

digulirkan untuk meningkatkan daya beli

masyarakat. Disertai  paket kebijakan

bantuan untuk UMKM agar sektor pro-

duksi bisa meningkat.

(Penulis adalah statistisi BPS

Kabupatan Kulonprogo)-d
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'Presiden Malioboro'. Predikat itu disematkan

pelukis Hardi di forum pertemuan sastrawan

Indonesia di TMII Jakarta pada tahun 1970-an.

Sewaktu Umbu memperkenalkan diri, Hardi ber-

teriak dengan lantang: "Ini dia Presiden

Malioboro".

Sebenarnya, Umbu merasa kurang sreg de-

ngan sebutan 'Presiden Malioboro' itu. Dirinya

lebih senang dijuluki sebagai 'Lurah Malioboro' --

suatu predikat yang lama sebelumnya telah

melekat erat di Yogyakarta.

Emha menggaris-bawahi predikat yang dise-

matkan Hardi itu, dengan menyebutnya sebagai

'Mr President'. Predikat tersebut bermula dari

esai Emha di MBM Tempo. Umbu pun mengaku

kikuk ketika seorang bos hotel di Denpasar Bali

memanggilnya dengan sebutan yang 'dianuger-

ahkan' Emha tersebut.  Meninggalkan Yogya

tahun 1975, Umbu kemudian menetap di Bali. Ia

mendapat kepercayaan dari pengelola SKH Bali

Post untuk mengasuh rubrik sastra seperti yang

pernah dilakukannya di mingguan Pelopor

Yogya. Nalurinya sebagai sang 'mahaguru' ber-

hasil pula mencetak sejumlah penyair muda di

pulau Dewata.

Cerita lain tentang Umbu adalah dirinya per-

nah bertemu dan berbicara langsung dengan

Presiden Soeharto, saat menjelang peristiwa

Malari (Malapetaka 15 Januari 1974). Pak Harto

melakukan pertemuan dengan perwakilan ma-

hasiswa se-Indonesia.

Merasa menjadi perwakilan mahasiswa asal

Yogya, Umbu mengangkat tangannya tinggi-

tinggi ketika Presiden Soeharto bertanya,

"Adakah wakil mahasiswa dari Yogya?" 

Sementara itu, Kantor Berita Antara memberi-

takan, penyair Umbu Wulang Landu Paranggi,

meninggal dunia diduga karena terserang

Covid-19. Menurut penyair Wayan Jengki

Sunarta, Umbu Landu menjalani perawatan di

rumah sakit sejak Sabtu malam. "Pak Umbu kri-

tis sejak tadi malam dan wafat Selasa dini hari

pukul 03.55 WITA," kata Jengki.

Jengki menuturkan, Sabtu (3/4) sekitar pukul

19.00 WITA, Umbu diantar ke rumah sakit oleh

beberapa pegiat sastra, yang kemudian me-

nunggui dan memantau kondisi Umbu di rumah

sakit. "Kami semua merasa sangat kehilangan

dengan kepergian Beliau.Indonesia tentu juga

kehilangan salah satu putra terbaiknya di bidang

sastra," kata Jengki.

Menurut Jengki, Umbu menetap di Bali sejak

tahun 1979. Jengki mengenangnya sebagai

penyair yang selalu punya cara unik untuk mem-

bangkitkan gairah apresiasi sastra. "Bagi Umbu,

puisi adalah kehidupan dan kehidupan adalah

puisi. Penyair Bali generasi 1980-an, 1990-an

dan 2000-an rata-rata pernah bergesekan de-

ngan vibrasi Umbu," katanya. Selamat jalan Mr

President...            (No/Obi)-f
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Dalam mempercepat penyaluran logis-

tik, ungkap Kepala BNPB, pihaknya telah

mengerahkan sejumlah helikopter untuk

menyalurkan bantuan dan keperluan lain-

nya.

BNPB bersama Tim Gabungan dari

Kementerian Sosial, TNI, dan Polri juga

telah membangun dapur lapangan di

hampir semua titik di wilayah terdampak

untuk menyalurkan pasokan logistik

kepada para pengungsi serta Kemenkes

di bidang kesehatan.

Presiden Joko Widodo menginstruk-

sikan dilakukan percepatan proses

evakuasi, pencarian, dan penyelamatan

korban yang belum ditemukan, serta me-

merintahkan Menteri Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk tu-

rut mengerahkan alat-alat berat dari

berbagai tempat, dalam penanganan

bencana di NTT dan NTB.

"Ini saya minta Kepala BNPB, Kepala

Basarnas, dibantu Panglima TNI dan

Kapolri dengan seluruh jajarannya untuk

mengerahkan tambahan personel SAR,

sehingga dapat menjangkau lebih banyak

wilayah terdampak, termasuk wilayah ter-

isolir dan berbagai gugus pulau di NTT, di

Pulau Alor, Pulau Pantar, dan pulau-pulau

lainnya untuk melancarkan proses

evakuasi, pencarian, dan penyelamatan

korban," kata Presiden.

BNPB merilis jumlah korban jiwa akibat

bencana alam di NTT hingga Selasa

pukul 15.00 WIB sebanyak 86 orang me-

nurut hasil verifikasi data.

"Jadi, kesepakatan kemarin yang di-

nyatakan meninggal dunia yang telah

ditemukan jenazahnya dan telah terveri-

fikasi," kata Kepala Pusat Data, Informasi,

dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Raditya Jati.

Siklon Seroja di Selatan NTT pada 4

April 2021 menyebabkan angin ken-

cang, tanah longsor, dan banjir ban-

dang di Kota Kupang serta Kabupaten

Flores Timur, Malaka, Lembara, Ngada,

Alor, Sumba Timur, Sabu Raijua, Rote

Ndao, Timor Tengah Selatan, dan

Ende. Bencana alam itu juga menye-

babkan 98 orang hilang dan 146 orang

terluka serta berdampak terhadap

2.683 warga.

Sebanyak 1.992 rumah warga ter-

dampak, dengan jumlah rumah yang

mengalami kerusakan ringan 109 unit,

rusak sedang 133 unit, dan rusak berat

498 unit. Sebanyak 84 fasilitas umum ju-

ga terdampak.

Menteri Sosial Tri Rismaharani menin-

jau lokasi bencana banjir bandang di

Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur.

Mensos antara lain mengunjungi posko

bencana alam untuk meninjau dapur

umum yang disiapkan Pemkab setempat. 

(Sim/Ati/Ful)-d

tergantung kondisi ekonomi dan kebijakan

dari pemerintah. Ia menyatakan, kenaikan

sebesar Rp 9,1 juta per orang itu berdasar-

kan komponen-komponen yang mesti dis-

esuaikan saat masa pandemi. 

Sekitar Rp 6,6 juta untuk penerapan pro-

tokol kesehatan, Rp 1,4 juta untuk ke-

naikan kurs dan Rp 1 juta akomodasi

seperti hotel dan katering. 

"Kami fokusnya di yang kurs dan biaya

satuan. Sedangkan,  prokes bukan kompe-

tensi kami, meskipun kami menyarankan

sebagian sudah dibebankan kepada je-

maah sebagian pada APBN, itu akan me-

ngurangi tekanan kepada nilai manfaat

dana haji," papar Anggito.

Kondisi berbeda jika menggunakan valu-

ta asing dalam pembiayaan haji, maka ke-

naikan yang signifikan bisa terhindari,

karena pemerintah akan membayarnya

dalam bentuk valas. Sementara, jika

menggunakan rupiah nilainya fluktuaktif

seiring dengan kondisi kurs.

"Tetapi kalau kita menyediakan (valas),

Alhamdulillah kami telah melakukan miti-

gasi cukup untuk membiayai, bahkan kita

bisa menurunkan BPIH dalam bentuk

valas. Jadi mohon ini menjadi pertimbang-

an dalam pembahasan Panja BPIH," pinta

Anggito Abimanyu.

Saat ini,  pengelolaan dana haji berada

dalam posisi Rp 145 triliun dan nilai man-

faatnya mencapai sekitar Rp 8 triliun.

Sementara itu, Anggota Badan

Pelaksana Bidang Keuangan dan

Manajemen Risiko BPKH, Acep Riana

Jayaprawira mengatakan, kenaikan BPIH

tidak dibebankan kepada jemaah, tapi

akan dikover sepenuhnya oleh distribusi

Virtual Account 2020.

"Yaitu Rp 1,7 juta perjemaah untuk lunas

tunda jemaah dan sisanya subsidi nilai

manfaat tahun berjalan kurang lebih Rp

7,46 juta perjemaah. Sehingga BPIH saldo

setoran jemaah sebesar Rp 36,94 juta per-

jemaah," katanya. (Ant)-d
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sejumlah persyaratan bagi calon

penumpang antarkota atau jarak jauh.

"Kami mengatur dengan cara skrining

untuk memastikan orang yang betul-betul

sehat, atau tidak berpotensi menularkan

itu yang bisa menggunakan transportasi

umum," katanya.

Meski demikian, menurut Adita, kebi-

jakan struktural melalui aturan-aturan

yang telah ditetapkan tidak akan berjalan

efektif di lapangan, jika tidak ada kolabo-

rasi antarpemangku kepentingan. "Kami

juga perlu berkolaborasi dengan berbagai

unsur yang mendorong pendekatan per-

suasif, melalui imbauan, edukasi, juga so-

sialisasi tentang perlunya membatasi

pergerakan," katanya.

Kemenhub, kata Adita, saat ini tengah

menyusun ketentuan teknis terkait pen-

gendalian transportasi pada Idul Fitri

2021, termasuk mempertimbangkan

sanksi bagi masyarakat yang nekat

mudik. 

"Pengendalian ini nanti kita tetapkan at-

urannya, kita sosialisasikan juga agar ma-

syarakat dibuat paham apa kon-

sekuensinya jika tetap melakukan mudik.

Ada yang tidak berbasis hukum, tetapi

ada juga yang berbasis hukum atau beru-

pa sanksi-sanksi," katanya.

Berdasarkan data yang diperoleh

Kemenhub, setiap libur panjang tercatat

lonjakan penumpang, khususnya trans-

portasi umum. Selain itu jumlah kenda-

raan pribadi juga terpantau naik ketika

momen liburan.

PT Angkasa Pura I (Persero) mencatat

trafik penumpang pesawat sebanyak

105.612 pergerakan orang di 15 bandara

pada H-1 Libur Jumat Agung yang jatuh

pada Kamis 1 April lalu. Angka tersebut

lebih tinggi 39,8 persen dibanding trafik

rata-rata harian pada Maret 2021 lalu

yang sebesar 75.522 penumpang per-

hari.

Sementara PT Jasa Marga (Persero)

Tbk mencatat total 343.962 kendaraan

kembali ke wilayah Jabotabek pada H-1

dan H libur Paskah (3-4 April 2021).

Volume lalu lintas (lalin) tersebut naik

23,83 persen. (Ant)-f
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BUTUH KOLABORASI PEMERINTAH-SWASTA

Akses Pendidikan Anak, Prioritas Penting
JAKARTA (KR) - Widyaprada Ahli

Utama Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan (Kemendikbud) Dr Hurip

Danu Ismadi MPd mengatakan, pe-

ningkatan akses dan kualitas pen-

didikan merupakan salah satu priori-

tas penting Pemerintah. Karena itu pi-

haknya sangat menghargai inisiatif pi-

hak swasta yang menaruh perhatian

terhadap Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) dan Sekolah Dasar (SD), yang

menjadi landasan dari semua jenjang

pendidikan selanjutnya sampai

Perguruan Tinggi.

"Dengan semakin kita bisa memfasil-

itasi dan memberikan proses pembela-

jaran yang baik kepada anak-anak usia

dini dan SD, akan semakin memper-

siapkan mereka dalam mengeksplorasi

semua potensi serta memberikan ha-

rapan generasi maju di masa men-

datang," kata Hurip Danu pada pelun-

curan Program Rumah Belajar

Generasi Maju dan Kelas Generasi

Maju kerja sama SGM Eksplor,

Alfamart dan Ruangguru secara daring

di Jakarta, Selasa (6/4).

Menurut Hurip, kedua program itu

mendukung upaya meningkatkan ak-

ses pendidikan di Indonesia agar

kualitasnya semakin baik, sebagai

bentuk kolaborasi Pemerintah dan

swasta.

CEO of Danone Specialized Nutrition

Indonesia Connie Ang mengatakan,

menghadapi tantangan dunia pen-

didikan saat ini, anak yang kesulitan

mendapatkan akses terhadap fasilitas

pendukung seperti gawai dengan fitur

yang memadai untuk pembelajaran

daring, akan berpotensi kehilangan ke-

sempatan belajar yang seharusnya

mereka dapatkan dalam situasi nor-

mal.

Untuk mendukung upaya Peme-

rintah mengoptimalkan sistem belajar

di rumah, berbagai pihak perlu bersatu

untuk menyediakan sarana dan

prasarana pendukung, seperti fasilitas

internet dalam bentuk kuota belajar,

fasilitas belajar seperti gawai, materi

pembelajaran berkualitas dan sebagai-

nya.

"Program Rumah Belajar Generasi

Maju dan Kelas Generasi Maju diwu-

judkan melalui bantuan renovasi

Rumah Belajar Generasi Maju KB

Mulyosari Bantul, Yogyakarta dan se-

kolah di Kabupaten Manggarai Barat,

Nusa Tenggara Timur serta paket du-

kungan belajar untuk 1.000 siswa ku-

rang mampu Kelas 4-6 SD di berbagai

daerah," katanya.

Co-Founder dan CEO Ruangguru

Adamas Belva Syah Devara meyaki-

ni, peningkatan kualitas pendidikan

yang merata, diharapkan dapat men-

dorong pembangunan nasional secara

menyeluruh. Karena itu, sebagai

startup pendidikan, Ruangguru

menyambut baik program ini, yang

diharapkan dapat mengoptimalkan

sistem belajar di rumah anak, teruta-

ma selama masa pandemi.

Menurut Presdir PT Sumber Alfaria

Trijaya Tbk (Alfamart) Anggara Hans

Prawira, melalui rehabilitasi infras-

truktur pendidikan, diharapkan dapat

mendukung penyediaan akses pen-

didikan yang layak bagi anak Indo-

nesia. (San)-f


